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A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dunia usaha menjadi semakin ketat dalam era globalisasi dan
pasar bebas sekarang ini. Perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja mereka
secara efektif. Mereka harus menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang
memerlukan respon cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Perusahaan harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas
penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya sehingga
akan dihasilkan sejumlah produk dan jasa yang memiliki kualitas daya saing di
pasaran.

Perusahaan berupaya fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti
sedangkan pekerjaan penunjang diserahkan kepada pihak lain. Salah satu caranya
adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan tertentu kepada pihak lain
melalui jasa pemborongan atau penyedia jasa pekerja/buruh dengan tujuan untuk
mengurangi beban perusahaan atau dikenal dengan istilah outsourcing (Libertus
Jehani, 2008: 1). Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi
karena sumber daya perusahaan lebih banyak diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan
yang merupakan bisnis inti perusahaan.

Keadaan ini kemudian mendorong munculnya perusahaan penyedia tenaga
kerja outsourcing. Perusahaan pemberi kerja hanya menyediakan syarat-syarat
atau kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan outsourcing. Perusahaan

outsourcing kemudian menyediakan atau melakukan perekrutan pekerja seperti



yang disyaratkan oleh perusahaan pemberi kerja. Pekerja ini nantinya tidak
bekerja di tempat perusahaan outsourcing, tetapi di tempat perusahaan pemberi
kerja. Dengan demikian, perusahaan yang memerlukan pekerja tidak perlu susah
payah mencari, menyeleksi dan melatih pekerja yang dibutuhkan (Gunarto
Suhardi, 2006: 5).

Kebijakan untuk menggunakan tenaga kerja outsourcing semakin bertambah
saat terjadinya krisis ekonomi global yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Banyak perusahaan yang mengalami penurunan tingkat penjualan, sedangkan
dilain pihak biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan
upah kepada pekerja semakin mahal. Pada akhirnya perusahaan memilih untuk
mulai melakukan outsourcing terhadap fungsi-fungsi perusahaan hampir di semua
bagian, namun yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti (Lalu Husni,
2008: 176-177).

Fenomena penggunaan tenaga outsourcing ini kemudian menggejala. Dalam
sebuah artikel yang berjudul “Buruhku Manis, Buruhku Menangis” oleh Daniri
yang dimuat di Republika tanggal 3 Mei 2010, menyebutkan bahwa outsourcing
saat ini sudah menjadi trend dalam kehidupan perindustrian di dunia, termasuk
Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Divisi Riset PPM
Management Research Jalan Menteng Raya 9 Jakarta 10340, tanggal 28 Agustus
2008 tentang outsourcing, diketahui bahwa 73% perusahaan menggunakan tenaga
outsourcing dalam kegiatan operasionalnya, sedangkan sisanya yaitu 27% tidak

menggunakan tenaga outsourcing (Www.ppm-manajemen.ac.id).


http://www.ppm-manajemen.ac.id/

Komposisi jenis pekerjaan yang paling banyak menggunakan tenaga
outsourcing di Indonesia adalah cleaning service (56.82%), security (38.64%),
lainnya (36.36%), driver (25%), sekretaris (22.73%), customer service (13.64%)
dan SPG (9.09%). Jenis pekerjaan lainnya terdiri dari bagian pengepakan barang
(packing), helper baik untuk maintenance maupun mechanic, facilitator training,
resepsionist /operator telepon, data entry dan call center (www.ppm-

manajemen.ac.id).
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Gambar 1. Jenis pekerjaan yang menggunakan tenaga outsourcing
(Sumber : Divisi Riset PPM Management Research, Agustus 2008 dalam
WWW.ppm-manajemen.ac.id)

Penelitian tentang outsourcing yang dilakukan oleh Divisi Riset PPM
Management Research dalam www.ppm-manajemen.ac.id, pada Agusutus 2008
lalu juga menyatakan alasan perusahaan menggunakan tenaga outsourcing dalam
kegiatan operasionalnya adalah agar perusahaan dapat fokus pada kegiatan inti
perusahaan (33,75%), untuk menghemat biaya operasional (28,75%), turn over

karyawan menjadi rendah (15%) modernisasi dunia usaha (11,25%) dan lain-lain
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meliputi efektivitas manpower, memberdayakan anak perusahaan, serta tidak
perlu mengembangkan SDM untuk pekerjaan yang bukan inti (11,25%).

Pengertian outsourcing sendiri menurut Maimun (2007: 147), merupakan
penyerahan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan
pemborongan pekerjaan/penyedia jasa/pekerja atau buruh melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan secara tertulis. Kontrak kerja atau perjanjian
pemborongan merupakan aturan normatif yang memperbolehkan perusahaan
menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan atau pelaksanaan penyediaan jasa pekerja/
buruh secara tertulis (Wimbo Pitoyo, 2010: 20).

Istilah outsourcing dapat berarti juga proses pemindahan tanggung jawab
kerja dari perusahaan induk atau utama ke perusahaan lainnya di luar perusahaan
induk atau utama. Maksudnya adalah pemindahan tanggung jawab bisa dalam
bentuk ketenagakerjaan yang mendukung proses kerja yang tidak merupakan inti
dari bisnis atau non-core business. Istilah lain yang mirip dengan outsourcing
adalah insourcing. Perbedaan antara outsourcing dan insourcing dapat dilihat dari
status pekerjanya. Status pekerja outsourcing adalah pekerja dari perusahaan
penyedia tenaga outsourcing yang dialihkan kepada perusahaan pemberi kerja.
Sedangkan pada insourcing, status pekerjanya adalah pekerja kontrak dari
perusahaan pemberi kerja sendiri dan tidak dialihkan kepada pihak luar
perusahaan.

Outsourcing sebagai suatu kebutuhan dalam praktik persaingan bisnis

global memerlukan penyelarasan peraturan yang perlu dilakukan dalam rangka



menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Pada tahun 2003, berhasil
ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi
pelaksanaan ousourcing dan dalam waktu bersamaan memberikan perlindungan
kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Andrian Sutedi, 2009: 222).

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
adalah salah satu pasal yang menjadi dasar pelaksanaan outsourcing. Dinyatakan
bahwa “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan
jasa pekerja/ buruh yang dibuat secara tertulis”. Meskipun demikian, tidak setiap
jenis pekerjaan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan outsourcing. Menurut
ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, pekerjaan tersebut harus memenuhi syarat:

1. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama

2. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi
pekerjaan

3. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan

4. tidak menghambat proses produksi secara langsung

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pekerja outsourcing tidak boleh melakukan
kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses

produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak

berhubungan langsung dengan proses produksi. Definisi dari kegiatan penunjang



atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dalam
penjelasan Pasal 66 adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core
bussiness) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan
kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh
(catering), usaha tenaga pengaman (Security/satuan pengamanan), usaha
penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan
pekerja/buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memang
telah memberikan pengaturan mengenai outsourcing. Sayangnya, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai undang-undang
di bidang ketenagakerjaan yang paling baru masih juga terdapat celah yang dapat
dimanfaatkan. Banyak penyimpangan yang masih dialami oleh para pekerja
outsourcing. Akibatnya kedudukan pekerja outsourcing selalu berada dalam
posisi yang lemah baik di hadapan perusahaan outsourcing sendiri maupun di
hadapan perusahaan pemberi kerja (Gunarto Suhardi, 2006: 12).

Pekerja menjadi bagian yang paling dirugikan akibat berlakunya
outsourcing. Adanya praktik outsourcing dimanfaatkan oleh pengusaha untuk
mengurangi biaya produksi dari segi labor cost karena pengusaha tidak perlu
menyiapkan uang hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan dan lain-
lain. Selain itu, buruh outsourcing lebih mudah diatur karena posisinya yang
mudah untuk di-PHK, menyebabkan mereka tunduk meskipun terpaksa (Muchtar

Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan, 2010: 116).



Programme Officer ILO Jakarta, Lusiani Julia dalam acara Workshop Trend
Global Outsourcing di kantor Kadin pada tanggal 13 Agustus 2008 lalu dalam
http://finance.detik.com, menyatakan bahwa di Indonesia outsourcing banyak
dilakukan perusahaan-perusahaan untuk menghindari kewajiban-kewajiban
perusahaan seperti masalah tanggungan kesehatan, keselamatan pekerja,
kewajiban pajak dan lain-lain. Beberapa perusahaan memilih melakukan
outsourcing karena takut para pekerjanya melakukan serikat. Ini karena umumnya
pekerja outsourcing tak ada waktu untuk berserikat. Ada juga perusahaan
melakukan hal tersebut dengan alasan menghindari pemogokan, menghindari
masalah K3 atau menghindari penerapan jaminan sosial, keamanan dan kesehatan
dan jaminan lain

Penyimpangan lain yang sering kali terjadi dalam sistem outsourcing
menurut Libertus Jehani (2008: 4) adalah:

1. upah pekerja kontrak di bawah ketentuan UMR/UMP

2. pekerja kontrak tidak diikutsertakan dalam program jamsostek

3. para pekerja kontrak dari perusahaan outsourcing bekerja pada bidang-

bidang yang bersifat terus-menerus

4. perusahaan outsourcing nakal baik langsung maupun tidak langsung

memungut uang dari calon pekerja

5. perusahaan outsourcing memotong upah para pekerjanya sendiri

6. para pekerja kontrak tidak mendapat THR

Sebagai contoh, permasalahan muncul Kketika menjelang lebaran.
Perusahaan pemberi kerja merasa tidak perlu membayar THR kepada pekerja
outsourcing yang sedang bekerja di tempat mereka. Alasannya, karena mereka
bukan pekerja (tetap), ini menjadi urusan perusahaan penyedia tenaga

outsourcing. Sementara, perusahaan penyedia tenaga outsourcing mempunyai

1000 akal untuk tidak perlu membayar THR. Salah satunya adalah memutus
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kontrak pekerja tersebut sebelum masa kerjanya mencapai 1 tahun (THR wajib
dibayarkan pada pekerja yang sudah genap bekerja 12 bulan). Kalaupun kinerja
pekerja itu baik, maka diminta sabar menganggur selama 1 bulan, baru kemudian
dikontrak kembali. Tentu saja dengan kontrak baru dan begitu seterusnya
menjelang bulan ke 12. Menurut data Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh
Indonesia, jumlah karyawan formal di Indonesia sekitar 28 juta dan 19 juta di
dalamnya adalah outsourcing yang umumnya tidak pernah mendapat THR
(Kompas, 26/ 8/ 2010).

Kasus lain juga dimuat oleh beritajakarta.com pada tanggal 1 Februari 2010
dalam sebuah berita berjudul “Tolak Outsourcing, 500 buruh JICT Unjuk Rasa”.
Sebanyak 500 buruh lepas yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Outsourcing
Jakarta International Container Terminal (JICT), Senin (1/2) menggelar unjuk rasa
di depan pintu masuk terminal kontainer di JI Jampea Raya, Koja, Jakarta Utara.
Mereka menuntut masalah kesejahteraan dan menolak diberlakukannya sistem
outsourcing karena kinerja mereka berhubungan langsung dengan proses produksi
di JICT. Buruh yang terlibat langsung dalam kegiatan utama di JICT adalah buruh
yang bekerja pada jasa dermaga, sandar kapal, jasa alat penunjang bongkar dan
muat kontainer. Namun sayangnya, mereka diberlakukan sewenang-wenang
sebagai karyawan outsourcing dengan upah rendah.

Evi Rosmanasari, S.H. (2008: 106-107), dalam tesisnya mengenai
perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing di PT Pertamina (Persero) UP-
VI Balongan, yang terdiri dari petugas kebersihan (cleaning service), keamanan

(security), bidang logistik, bidang pemeliharaan dan pembersihan gedung, serta



bidang sumber daya manusia, menunjukkan bahwa bahwa pelaksanaan praktik
outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan
outsourcing tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan
kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dan pekerja/buruh outsourcing.
Pekerja outsourcing di sini juga bekerja melebihi batas jam kerja yang ditentukan
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah
yang diperoleh pekerja outsourcing juga berada di bawah Upah Minimum
Regional (UMR) Kabupaten Indramayu.

Secara umum, outsourcing memang memberikan keuntungan yang lebih
banyak kepada perusahaan penyedia tenaga outsourcing dan perusahaan pemberi
kerja. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga bagi pekerja untuk
memperoleh keuntungan dari outsourcing ini. Menurut Gunarto Suhardi (2006:
2), kebanyakan dari pekerja outsourcing adalah profesional di bidangnya, muda
dalam usia dan mempunyai semangat kerja yang baik. Jika perusahaan
outsourcing yang mempekerjakannya memberikan kesempatan dan peluang bagi
pekerja outsourcing untuk meningkatkan karir, mereka dapat diangkat menjadi
pekerja tetap.

Jika melihat hasil penelitian tentang outsourcing yang dilakukan oleh Divisi
Riset PPM Management Research pada Agusutus 2008, industri perbankan
menjadi salah satu jenis industri yang menggunakan tenaga outsourcing sampai
dengan prosentase 100%. Salah satunya adalah PT Bank Bank Rakyat Indonesia

(Persero). Warta BRI (2000) menyebutkan bahwa para karyawan yang bekerja di
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PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan terikat sistem kontrak adalah karyawan
pada bagian teller, unit pelayanan nasabah (customer service), pemasaran dan
pekerja di bagian out service seperti satpam, pramubakti (cleaning service) dan
sopir.

Pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) memperoleh pekerja outsourcing
terutama security melalui kerjasamanya dengan perusahaan penyedia tenaga
outsourcing, salah satunya adalah PT Bravo Satria Perkasa. Perusahaan ini
bergerak dalam bidang penyediaan tenaga outsourcing untuk security. Tenaga
security memang menjadi salah satu jenis pekerjaan yang marak dioutsourcingkan
dewasa ini. PT Bravo Satria Perkasa dalam company profilenya menuliskan
bahwa mereka telah melakukan kerjasama dengan berbagai bank sampai ke luar
Pulau Jawa sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan kerja yang
baik kepada pekerja outsourcingnya. Tenaga security yang ditempatkan di PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta dari PT Bravo
Satria Perkasa sendiri cukup banyak, sekitar 34 orang.

Menurut Gunarto Suhardi (2006: 22), pekerja outsourcing yang keadaannya
penuh ketidakpastian, terancam akan diberhentikan atau ditarik oleh perusahaan
penyedia tenaga kerja outsourcing pada saat kontrak berakhir, biasanya akan
berusaha keras untuk bekerja sebaik mungkin sehingga memuaskan perusahaan
pemberi kerja. Keadaan ini boleh jadi juga dialami oleh pekerja outsourcing PT
Bravo Satria Perkasa yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Katamso Yogyakarta. Mereka berusaha keras untuk bekerja sebaik

mungkin agar pada saat kontrak kerja berakhir, PT Bravo Satria Perkasa ataupun
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pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta akan
memperpanjang kontrak kerja dengan pekerja outsourcing yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pra survey terhadap pekerja outsourcing PT Bravo Satria
Perkasa yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Katamso Yogyakarta, upah yang mereka peroleh selama ini belum cukup untuk
memenuhi kebutuhan riil yang semakin mahal. Pekerja outsourcing sehari-hari
juga tunduk pada peraturan yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Katamso Yogyakarta. Padahal sebelumnya, tidak ada sosialisasi secara
langsung dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta pada pekerja outsourcing bahwa mereka harus mentaati peraturan
yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Hal ini berakibat, muncul
kebingungan dari para pekerja outsourcing tentang peraturan seperti apa yang
harus ditaati dan standar pelayanan seperti apa yang harus dipenuhi, terutama bagi
mereka yang semula tidak ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Katamso Yogyakarta karena peraturan dan standar pelayanan yang
berlaku untuk setiap bank berbeda.

PT Bravo Satria Perkasa sendiri sebagai perusahaan penyedia tenaga
outsourcing harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Syarat tersebut antara
lain harus mampu memberikan perlindungan upah dan kesejahteraan, memenuhi
syarat-syarat kerja sekurang-kurangnya sama dengan perusahaan pengguna tenaga
kerja atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Pasal 65 ayat (8)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan
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jika perusahaan penyedia tenaga outsourcing tidak mampu memenuhi

kewajibannya, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dengan

perusahaan penyedia tenaga outsourcing berubah menjadi hubungan kerja antara

pekerja outsourcing dengan perusahaan pemberi kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana perlindungan kerja untuk pekerja outsourcing PT Bravo Satria
Perkasa yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Katamso Yogyakarta?

Apa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberian perlindungan

kerja terhadap pekerja outsourcing tersebut?

. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
Untuk mengetahui perlindungan kerja bagi pekerja outsourcing PT Bravo
Satria Perkasa yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Katamso Yogyakarta.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberian
perlindungan kerja terhadap pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa yang
ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso

Yogyakarta.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis maupun praktis.
1. Manfaat Teoritis

Bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum yang memiliki tiga
rumpun ilmu yaitu pendidikan, moral, dan hukum, penelitian ini diharapkan dapat
digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum
ketenagakerjaan, sehubungan dengan pelaksanaan outsourcing sekaligus
memberikan perlindungan kerja bagi para pekerja outsourcing. Bagi mahasiswa,
penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan teori yang sudah
didapat di bangku kuliah, terutama berkaitan dengan pengaturan perlindungan
kerja bagi pekerja outsourcing dan sebagai acuan analisis terhadap kondisi yang
sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan obyek yang sama.
2. Manfaat Praktis

Bagi pihak PT Bravo Satria Perkasa dan dunia kerja, hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam perlindungan
kerja bagi pekerja outsourcing sehingga diharapkan mampu memahami segala
aspek-aspek yuridis yang bersangkutan dengan perlindungan kerja bagi pekerja

outsourcing.
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E. Batasan Pengertian

Untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah kesimpangsiuran
terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran tentang
maksud dari judul penelitian. Untuk itu perlu diberikan definisi istilah dalam hal-
hal sebagai berikut:
1. Perlindungan Kerja

Perlindungan kerja menurut Asikin (2006: 97), merupakan bentuk
perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan kewajiban pengusaha
atau perusahaan. Perlindungan kerja ini meliputi masa sebelum bekerja, ketika
sedang bekerja hingga masa setelah bekerja.
2. Pekerja Outsourcing

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP. 220/MEN/2007 tentang Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Kepada Perusahaan Lain, mengartikan pekerja/ buruh sebagai setiap orang yang
bekerja pada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. PT Bravo Satria Perkasa Yogyakarta

PT Bravo Satria Perkasa adalah suatu perusahaan penyedia jasa outsourcing
untuk bidang jasa keamanan (security) yang beralamatkan di Jalan Tegal
Lempuyangan DN 111/95 Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(company profile PT Bravo Satria Perkasa, 2007).



15

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta yang
terletak di Jalan Brigjen Katamso Nomor 21 Yogyakarta adalah salah satu kantor
cabang pembantu dari Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia
(http://brikatamso.multiply.com/journal/item/1).

Dari definisi istilah di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dari judul
penelitian “Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Outsourcing PT Bravo Satria
Perkasa di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta”
adalah cara pemenuhan hak-hak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan pada masa
sebelum bekerja, sedang bekerja hingga masa setelah bekerja bagi setiap orang
yang bekerja di PT Bravo Satria Perkasa sebagai salah satu perusahaan penyedia
tenaga security yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang

Katamso Yogyakarta sebagai pemberi kerja.
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